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Merumuskan Strategi Public Relations untuk Menghadapi Opini Publik dan
Pertukaran Informasi yang Tidak Terkendali dalam Media Sosial

Rofig Anwar
Dosen tetap Prodi Hubungan Masyarakat Akademi Komunikasi Indonesia {AKINDO) Yogyakarta
Email: kemunikator2003@yahoo.com

Abstrak

Keberadoan media sosial menjodi fenomena penting dolom kehidupan publik maso sekorong don kedepan.
Media sosial teloh menjodi media bogi penyoluran perilaku komunikasi publik. Media sosiol bahkan teloh
menjodi pertarungan opini diontara publik. Fenomeng perang opini gtau debat ogini dalom media sosial
bohkan meluas untuk berbagai tema. Setiop isu yang hongat okan menjadi tren topik pembicaraon (trending
topic). Organisasi memerlukan strategi public relations untuk menghadapi opini publik dan pertukaran
informasi yang tidok terkendoli dolom media sosial. Organisasi harus moampu mengidentifikasi publik aktif
yang menjadi prioritas utomo bogi orgonisasi. Penggunaan strategi public relations yang bersifat simetris
dipandang paling sesual untuk mempertemukan kepentingan organisasi dan publik.

Koto kunci: media sosial, strategi public relations, orgonisasi, opini publik, publik, informasi

Abstroct

The social media becorme a bandwagon important in public life the present and future. Social medio has
become the media for channeling behavior public communicaotion .Social media even has become a bout of
public opinion, The phenomenon of opinion war or debate opinion in social media even extends to various
theme. Every issues thot warm to be a trend the subject {trending topic). The organization need public relations
strategy to foce public apinfon and exchange of information uncontrolled in social media. Organization must be
able to identify public octive o top priority for organization. The use of strategy public relations that is
symmetrical considered the mast according to bring together orgonization and public interest .

Keywords: Social media , public refations strategy , organization , public opinion , public, information

Keberadaan media sosial memiliki arti penting sesual dengan meningkatnya penggunaan
media sosial. Menurut data situs Internet WorldStats.com jumlah pengguna internet di Indonesia
per 30 Juni 2015 berjumlah 73 juta orang dari total penduduk yang berjumlah 255.993.674 jiwa.
Jumlah pengguna media sosial di Indonesia seperti yang disampaikan situs www.cnnindonesia.com,
jumlah pengguna Facebook di Indonesia sampai dengan bulan Juni 2014 sudah mencapai angka 69
juta anggota sedangkan mediz Twitter berjumlah 50 juta orang. Angka pengguna tersebut
diperkirakan akan bertambah di tahun 2015.

Media sosial juga menjadi tempat pertarungan opini publik. Hal ini dapat dilihat pada
fenomena perang opini antara pendukung Prabowo dan Jokowi dalam Pilpres 2014, Perang Opini
antar kedua pendukung tersebut tidak berhenti meskipun pilpres selesai. Fenomena perang opini
atau debat opini dalam media sosial bahkan meluas untuk berbagai tema. Setiap isu yang hangat
akan menjadi tren topik pembicaraan (trending topic). Misalnya Isu kebijakan pemerintah dan isu
yang bernuansa SARA adalah isu-isu yang tidak habis diperdebatkan sampai saat ini. Dalam konteks
ini, setiap organisasi perlu memahami bahwa ranah publik menjadi sangat sensitif seiring dengan
opini dan pertukaran pesan yang tidak terkendali dalam media sosial.

Media sosial telah menjadi tempat penyampaian opini publik dan pertukaran informasi yang
tidak terkendali yang ditandai oleh fenomena atau gejala-gejala yaitu: pertama, tokoh-tokoh publik
yang terdiri dari berbagai ranah misalnya tokoh politik, tokoh agama, cendekiawan, mahasiswa,
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wartawan, budayawan, artis, dan sejenisnya menggunakan media sosial untuk menyampaikan
opininya. Kedua, pengguna media sosial ikut mengomentari dan atau menyebarkan opini tersebut
dengan membagi (share) kepada pengguna yang lain dan juga memberikan tanda suka (fike). Ketiga,
para pengguna berbagi link-link berita atau informasi atas isu yang dikomentari yang akan
dikomentari dengan nada keberpihakan tertentu. '

Proses pembentukan opini publik dalam media sosial di era sekarang memiliki beberapa
perbedaan mendasar dengan era media massa (media lama). Dalam teori spiral keheningan (spirol of
silence theory) dijelaskan bahwa opini yang terbentuk dalam media massa mengikuti arus utama
mayoritas. Publik akan bersuara jika memiliki opini yang sesuai dengan kehendak mayoritas dan
akan diam jika opininya berbeda dengan mayoritas,

Dalam era media sosial, publik mulai berani untuk menyampaikan opini meskipun berbeda
dengan pihak lain, baik itu berhadapan dengan mayoritas maupun minoritas. Hal yang menjadi
contoh vaitu opini pendukung lokowi yang disampaikan kepada mayoritas pendukung prabowo
maupun opini pendukung Prabowo vang disampaikan pada mayoritas pendukung Jokowi di media
sosial saat pilpres dan pasca pilpres 2014, Para pendukung masing-masing berani menyuarakan opini
meskipun mendapat pertentangan dari kubu yang berbeda. Dalam konteks ini, publik tidak tampil
diam meskipun berbeda opini dengan mayoritas pihak tertentu.

Melihat kondisi publik di era media sosial, organisasi perlu menyadari bahwa publik tidak lagi
terkungkung dalam opini mayoritas atau minoritas. Publik memiliki kemerdekaan berpendapat dan
memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tersebut. Selain itu, pertukaran informasi dalam
media sosial semakin tidak terkendali. Publik dapat dengan mudah mengambil referensi-referensi
dari opini dan informasi yang mengalir di media sosial dan mempertukarkan dengan pengguna
media sosial yang lain. Kecepatan pertukaran informasi ini memiliki konsekuensi pada proses
pembentukan opini publik. Opini dapat dengan cepat terbentuk dan akan dengan cepat pula
bertarung dengan opini yang lain. Oleh karena itu opini publik dalam media sosial memiliki
karakteristik cepat tumbuh, dan dapat cepat mati dalam media sosial. Selain itu, opini publik dalam
media sosial cepat tergantikan oleh isu-isu terbaru yang menjadi trending topic yang memicu
munculnya opini publik yang baru.

Hal yang menjadi penting bagi organisasi adalah seberapa penting pengaruh opini publik dan
pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial bagi kehidupan organisasi? Setiap
organisasi membutuhkan penilaian dan dukungan yang positif untuk mencapai reputasi yang baik di
mata publiknya. Tanpa dukungan positif dari publik organisasi akan mendapatkan persoalan dalam
mempertahankan eksistensinya di ranah publik. Opini publik merupakan kontrol sosial bagi
organisasi. Setiap tindakan organisasi akan memperoleh penilaian dari publik. Publik tentu memiliki
ekspektasi terhadap organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan
hak publik. Oleh karena itu opini publik menjadi parameter kepuasan pubik terhadap kinerja
organisasi.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara dan strategl organisasi
menghadapi opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam media sosial. Tulisan
ini merupakan kajian konseptual yang berusaha menganalisis dan merumuskan strategi public
relations untuk menghadapi opini publik dan pertukaran informasi yang tidak terkendali dalam
media sosial.
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Media sosial sebagai media opini publik

Kehadiran media sosial yang relatif baru dalam dekade terakhir menambah kajian mengenai
opini publik semakin menarik. Pada awalnya kajian opini publik akan selalu berkaitan dengan peran
media massa. Media massa dipandang sebagai institusi yang sangat berperan dalam pembentukan
opini publik. Opini publik dalam konteks media massa didefinisikan oleh Elisabeth Noelle-Neumann
(Wilcox dkk, 2014 h.245) sebagai opini-opini pada isu-isu yang kontroversial yang diekspresikan ke
publik tanpa mengisolasi diri. Hal ini sebagaimana dijelaskan teori yang berkaitan dengan opini
publik seperti teori spiral keheningan (spiral of silence theory). Pada dekade terakhir terdapat gejala
penggunaan media sosial semakin meningkat. Pengguna media sosial semakin berkembang dan
media sosial menjadi media baru bagi penyampaian opini publik. Opini publik dalam pembahasan
disini menggunakan terminologl public relations. Oleh karena itu pengertian opini publik dibatasi
pada opini-opini yang disampaikan publik dalam media sosial.

Kehadiran media sosial tidak serta merta menggeser media massa seperti radio, televisi, dan
media cetak. Media massa konvensional seringkali juga dikutip dan dijadikan referensi informasi bagi
publik ketika menyampaikan opininya dalam media sosial. Hal yang istimewa dari media sosial yaitu
setiap pengguna memiliki ruang untuk menyampaikan opininya. Hal tersebut tentu tidak berlaku
untuk media massa karena akses audien sangat terbatas sehingga tidak setiap publik dapat
menyampaikan opini dalam media massa. Dalam konteks ini, media sosial memberikan ruang
partisipasi bagi publik untuk terlibat dalam pembicaraan isu publik.

Pengutipan berita media massa maupun media berita online dalam media sosial
menegaskan kembali bahwa media massa masih berperan dalam pembentukan opini publik. Namun
hal yang mesti diperhatikan yaitu publik akan semakin kritis terhadap berita media. Berita media
tidak lagi berpengaruh secara langsung pada pembentukan opini publik tetapi menjadi bahan dialog
antar pengguna media sosial. Dalam proses dialog dalam media sosial, pengguna media sosial dapat
memverifikasi berita media yang satu dengan bahan informasi yang lain. Berita media dalam proses
dialogis antar pengguna media sosial dapat menjadi blunder bagi media berita jika ternyata terbukti
tidak valid. Oleh karena itu media sosial juga dapat menjadi kontrol bagi profesionalisme media
berita.

Dalam era media massa, peran media dalam pembentukan opini publik lebih dominan
karena media mendorong orang untuk memikirkan apa yang menjadi agenda setting media. Di era
media baru seperti media sosial, peran agenda setting yang semula di dominasi oleh media massa
telah mulai digeser oleh aktor-aktor dalam media sosial. Aktor-aktor disini adalah orang-orang yang
tampil sebagai pembentuk opini. Aktor-aktor disini merupakan pengguna media sosial baik yang
sudah dikenal sebagai tokoh publik, akademisi, budayawan, orang biasa, maupun orang-orang yang
anonim (tidak teridentifikasi secara jelas). Tokoh-tokoh publik seperti pejabat negara dan
pemerintahan mulai menggunakan media sosial. Hal ini dapat dilihat misalnya akun facebook dan
Twitter SBY, lokowi, dan tokoh publik yang lain. Aktor-aktor dalam media sosial juga berasal dari
kalangan orang biasa. Hal yang periu diperhatikan organisasi yaitu opini dari aktor-aktor media sosial
tentu dapat menimbulkan pengaruh vang berbeda satu sama lain. Hal yang mendasar adalah
konteks mengani apa yang dibicarakan dan siapa yang menyampaikannya. Hal ini menyangkut peran
dan partisipasi publik dalam pembentukan opini publik dalam media sosial.

255

el
-



Q o

COMICOS2 15 T

Imagining e-lndonesia

Peran dan partisipasi publik dalam pembentukan opini di media sosial

Pengertian publik dalam studi public relgtions dapat mengacu pada beberapa definisi.
Menurut Dewey sebagai mana dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984, h. 143-144), publik adalah
kelompok oran-orang yang memiliki masalah yang sama, menyadari keberadaan masalah, dan
mengorganisasikan tindakan tertentu terhadap masalah tersebut. Blumer sebagaimana dikutip
Grunig dan Hunt (1984, h. 143) menyatakan publik sebagai kelompok orang yang dihadapkan pada
isu, dikategorikan berdasarkan ide-ide mengenai bagaimana menghadapi isu tersebut, dan memiliki
kepentingan untuk mendikusikan isu tersebut.

Grunig (1984, h. 145) menyimpulkan pendapat Dewey dengan memberikan kategori publik
sebagai non publics, latent public, aware public dan active public. Non public adalah orang-orang
yang tidak memiliki konsekuensi terhadap organisasi dan organisasi tidak memiliki konsekuensl
terhadap orang-orang tersebut. Latent public yaitu orang-orang yang memiliki masalah yang sama
namun tidak menyadarinya. Aware public adalah orang-orang yang memiliki masalah yang sama dan
menyadari masalah tersebut. Sedangkan octive public adalah orang-orang mendiskusikan masalah
dan bertindak terhadap masalah tersebut.

Pendapat senada juga disampaikan Hallahan (2001, h.504-506) dalam menyimpulkan
pendapat Dewey. Menurut Hallahan [2001) terdapat 4 kriteria publik yaitu: pertama, publik aktif
yaitu publik yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan keterlibatan tinggi terkait masalah
tertentu. Kedua, publik yand sadar foware) yaitu publik yang memiliki pengetahuan tinggi tetapi
memiliki keterlibatan yang rendah dalam masalah tertentu. Ketiga, publik aroused yaitu publik yang
memiliki pengetahuan yang rendah tetapi memiliki keterlibatan yang tinggi. Keempat, publik yang
tidak aktif yaitu publik yang memiliki pengetahuan rendah dan keterlibatan yang rendah.

Media sosial memberikan ruang vang terbuka bagi publik untuk berpartisipasi
menyampaikan ide dan gagasan serta pendapat. Keterlibatan publik dalam setiap pembicaraan isu-
isu publik yang menjadi trending topic memberikan pertanda bahwa publik memiliki kesadaran
terhadap permasalahan yang ada. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah publik memiliki tingkat
pengetahuan yang tinggi terhadap persoalan yang sedang diperbincangkan?

Untuk mengukur sejauhmana peran publik dalam proses pembentukan opini publik dalam
media sosial diperlukan penjelasan sejauhmana keterlibatan publik dan pemahamannya terhadap
persoalan. Dalam hal ini teori situasional of publics yang dikemukakan oleh Grunig [Kriyantoro, 2014
h. 154-155) dapat dipakai untuk menjelaskan peran publik dan keterlibatanya dalam pembentukan
atau penyebaran opini dalam media sosial. Dalam teori situasional of publics terdapat 2 variabel
dependen yang merupakan perilaku komunikasl yaitu perilaku komunikasi aktif dan perilaku
komunikasi pasif. Perilaku komunikasi aktif dikategorikan sebagai pencarian informasi (information
seeking). Menurut Krivantono (2014, h. 158) pencarian informasi disebut perilaku komunikasi aktif
karena individu harus terlibat aktif dalam mencari informasi apa yang dibutuhkan dan dengan cara
bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan perilaku komunikasi pasif disebut juga sebagai
pemrosesan informasi (information processing). Pemrosesan informasi disebut perilaku komunikasi
pasif karena individu hanya menerima informasi tanpa perlu merencanakan untuk mencari.

Dua perilaku komunikasi yaitu aktif maupun pasif dapat digunakan untuk menjelaskan peran
dan partisipasi publik ketika terlibat dalam perbincangan isu-isu publik dalam media sosial.
Pembentukan opini publik dalam media sosial dapat dipahami dalam dua jenis perilaku komunikasi
tersebut. Perilaku komunikasi yang aktif yaitu pencarian informasi. Dalam konteks ini publik
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melakukan pencarian informasi dengan mengambil referensi-referensi yang ada untuk kemudian
disampaikan. Untuk media sosial pengguna Facebook menggunakan menu upadote status
sedangkan pengguna Twitter menggunakan menu Twit. Dalam dialog dengan pengguna, perilaku
aktif ditandai dengan tulisan-tulisan untuk mempertahankan argumen opininya.

Perilaku komunikasi yang pasif yaitu pemrosesan informasi (information processing) dapat
dikenali dengan tindakan publik yang hanya membagi saja tulisan atau update informasi yang

|
diperolehnya tanpa diolah sama sekali. Dalam perbincangan dalam Facebook seringkali pengguna |
meminta ijin kepada seseoarng untuk membagi upadate status yang berkaitan dengan informasi ‘
tertentu di laman status Facebooknya.

Menurut teori situasional of publics, perilaku komunikasi baik yang bersifat aktif maupun
pasif dipengaruhi oleh 4 persepsi yang bersifat situasional. Pertama, problem recognition. Menurut
Grunig (Kriyantono 2014, h.156) problem recognition memiliki pengertian sejauhmana seseorang
mengenal atau menyadari masalah tertentu yang berdampak bagi dirinya. Kedua, constraint
recognition yaitu sejuashmana batasan yang membatasi perilaku komunikasi baik yang aktif maupun
pasif. Ketiga, level of involvement yaitu tingkat keterlibatan seseorang pada situasi tertentu.
Keempat, referent criterion yaitu sikap yang telah dimiliki seseorang ketika berada pada situasi
terteniu.

Peran dan partisipasi publik dalam pembentukan opini publik dalam media sosial dapat
dipahami dari dua jenis kategori perilaku komunikasi, yaitu perilaku komunikasi aktif dan perilaku
komunikasi pasif. Dalam perilaku komunikasi aktif, pengguna media sosial diasumsikan mampu
mencari informasi yang menyampaikannya dengan baik. Hal yang mendukung perilaku komunikasi
aktif dari aspek problem recognition yaitu publik sebagai pengguna media sosial mampu memahami
persoalan dengan baik. Kemampuan memahami persoalan dengan baik ini akan meningkatkan
perilaku komunikasi yang aktif. Pengguna akan terlibat dalam pencarian informasi dan berusaha
melakukan verifikasi sesuai dengan kemampuannya. Apabila publik pengguna media sosial tidak
memahami persoalan dengan baik maka kecenderungannya adalah hanya mengikuti opini atau
menyebarkan/meneruskan opini yang sudah ada tanpa ada upaya untuk mengkritisi dan
memverifikasi.

Peran dan partisipasi publik dalam media sosial juga terkait dengan constraint recognition.

Batasan dalam perilaku komunikasi dapat dilihat pada apa yang membatasi pengguna media sosial.
Beberapa ancaman sanksi hukum pidana merupakan hal yang dapat membatasi publik dalam
berpartisipasi dalam opini dan pembicaraan di media soslal. Undang-undang ITE dan Peraturan KUH
Pidana merupakan peraturan yang membatasi seseorang untuk menyampaikan opini dalam media
sosial. Beberapa kasus yang terkait penggunaan media sosial seperti misalnya kasus Florence yang
melakukan penghinaan warga Yogya lewat media sosial. Kasus florence telah menjadi persoalan
hukum karena di laporkan sejumlah LSM di Yogyakarta, dan kasus tersebut telah ditangani Polda DIY.
Kasus berikutnya yaitu M Arsyad yang bekerja sebagai tukang sate. M Arsyad mengunggah foto-foto
yang berbau pornografi, yaitu foto rekayasa yang memperlihatkan Megawati dan Jokowi. Kasus ini
sudah menjadi persoalan hukum dan menjadi penyidikan Polda DK Jakarta. Kasus berikutnya yaitu
Kasus Ervani, seorang ibu yang menulis di media sosial yaitu protes terhadap pemecatan suaminya.
Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena dituduh mencemarkan nama baik orang-orang yang
disebutnya dalam media sosial. Dalam perkembangan lebih lanjut, Ervani dituntut 5 tahun penjara
oleh Jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Bantul meskipun kemudian dibebaskan. Hal yang

e
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membatasi publik untuk beropini dalam media sosial berikutnya yaitu munculnya Surat Edaran
Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau
hate speech. Adanya batasan yang berlebihan akan mempengaruhi perilaku komunikasi publik.
Publik yang terancam oleh batasan tersebut partisipasinya kemungkinan akan menurun,

Peran dan partisipasi publik dalam beropini di media sosial dapat dipengaruhi oleh
sejauhmana tingkat keterlibatannya (fevel of involvement] dirinya terkait pada isu-isu tertentu,
Untuk isu-isu publik yang bersifat populer seperti kebijakan pemerintah secara umum akan
meningkatkan keterlibatan publik untuk beropini. Hal yang membedakan adalah kemampuan publik
untuk menyampaikan opini tentu berbeda. Publik yang memiliki kompentensi akan menunjukan
perilaku komunikasi yang aktif dengan mengumpulan informasi yang valid dan menyampaikannya
secara profesional. Sedangkan publik yang memiliki kompetensi terbatas tentu tingkat kredibilitas
opininya akan dirsgukan. Beberapa penggunaan meme dan atau tulisan yang tidak berdasar,
memperlihatkan ketidakmampuan publik dalam mencari dan menyampaikan informasi dan opini
secara profesional. Publik yang memiliki keterbatasan kompentensi tersebut memiliki keinginan
keterlibatan yang tinggi untuk beropini namun tidak diimbangi kompetensi beropini. Peran dan
partisipasi publik dalam media sosial dapat dipengaruhi oleh referent criterion yaitu sikap yang telah
dimiliki seseorang ketika berada pada situasi tertentu. Dalam konteks inf, publik akan mencari
informasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang.

Strategi Public Relations untuk menghadapi opini publik

Merumuskan strategi public relations untuk menghadapi opini publik dalam media sosial
membutuhkan beberapa kerangka pemikiran sebagai berikut: Pertama, public relations organisasi
memerlukan analisis mengenai situasi publik. Melalui scanning lingkungan, public relations dapat
menentukan segmentasi publik dan dapat mengklasifikasikan publik sesuai dengan potensi dan
pengaruhnya terhadap organisasi, lingkungan/ sistem sosial. Kedua, public relations membutuhkan
analisis mengenai kecenderungan opini publik. Arah opini publik dapat berpengaruh pada kebijakan
dan eksistensi organisasi. Ketiga, public relations harus mampu merumuskan jawaban-jawaban
terhadap opini-opini yang telah terbentuk.

Berdasarkan pada teori situational of publics, identifikasi publik dilakukan dengan melihat
karakteristik publik. Scanning lingkungan diperlukan untuk menetapkan segmentasi publik
berdasarkan perilaku komunikasinya. Publik yang menjadi prioritas utama yaitu publik aktif. Publik
aktif ini ditandai dengan tingkat pemahaman masalah (problem recognition) tinggi terhadap masalah
organisasi, memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi terhadap organisasi, dan memiliki batasan yang
rendah (constraint recognition) ketika berhubungan dengan organisasi. Publik aktif memiliki
kecenderungan untuk lebih aktif dalam pencarian informasi. Oleh karena itu, aktor-aktor pengguna
media sosial yang tergolong publik aktif perlu mendapatkan prioritas bagi organisasi. Hal tersebut
mengingat apa yang mereka opinikan dalam media sosial dapat mempengaruhi eksistensi organisasi,
dan kebijakan organisasi dapat mempengaruhi eksistensi publik aktif tersebut.

Prioritas kedua yaitu publik dalam kategori oware. Publik oware ini ditandai dengan tingkat
pemahaman masalah {problem recognition) tinggi terhadap masalah organisasi, memiliki batasan
yang rendah (constraint recognition) ketika berhubungan dengan organisasi, namun memiliki tingkat
keterlibatan yang rendah dengan organisasi.

Hal yang menjadi perhatian berikutnya yaitu sejauhmana opini-opini dari publik aktif
memiliki potensi mempengaruhi  organisasi? Orang-orang yang memiliki reputasi dan
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kompetensi/kepakaran dalam bidang tertentu memiliki kemungkinan untuk menjadi publik aktif
yang mempengaruhi organisasi. Setiap kebijakan organisasi yang terkait dengan kepentingan publik,
akan mendorong munculnya opini-opini dari masyarakat.

Organisasi perlu mendengarkan opini dari publik yang kompeten di bidangnya. Hal yang
perlu di cermati juga yaitu seringkali pendapat pakar akan dibagikan pengikut (follower) ke
pengguna-pengguna media sosial. Pendapat para pakar baik yang pro maupun kontra terhadap
kebijakan akan menjadi opini yang menjadi trending topic. Organisasi perlu menganalisis opini yang
berbentuk dukungan maupun yang oposisi dari pakar-pakar yang beropini. Organisasi memiliki
kewajiban untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terutama terhadap opini-opini pakar yang
kontra kebijakan. Public Relations organisasi dituntut mampu menjalankan peran perentang batas
{(boundary spanning) yaitu untuk mengadaptasi organisasi-organisasi pada kendala-kendala yang
ditemukan di lingkungan internal maupun eksternal.

Strategi menghadapi public relgtions untuk menghadapi pertukaran informasi yang tidak
terkendali dalam media sosial

Untuk menghadapi pertukaran informasi yang tidak terkendall dalam media sosial maka
public relations harus memiliki peran-peran yang relevan. Menurut Lee (2013) terdapat 4 kategori
peran public relations dalam media sosial yaitu yaitu: social media for one-way message
dissemination, sociol media for non-Aligned Purposes, dialogic social media, dan utilization social
media for organizational change. Peran social media for one-way message dissemination memiliki
makna yaitu praktisi yang berperan menyebarkan pesan secara searah. Peran kedua yaitu social
media for non-Aligned Purpases yaitu memiliki makna yaitu untuk menghubungkan tujuan yang tidak
terhubung. Peran ketigo yaitu diglogic social media yaitu penggunaan media sosial untuk
memfasilitasi percakapan yang terbuka antara organisasi dan publik sebagaimana antar publik.
Peran keempat yaitu peran praktisi media sosial untuk perubahan organisasi (utilization social media
for organizational change).

Menurut Grunig (2009, h.14-15), media baru dapat digunakan untuk kepentingan berikut:
Pertama, media baru digunakan untuk program-program komunikasi. Program-program tersebut
antara lain program komunikasi pada karyawan, media relations, customer relations, financial
relations, community relations, hubungan anggota organsasi no profit, hubungan dengan danar,
hubungan dengan alumni, public affair, dan political public relations. Program tersebut disusun
untuk menumbuhkan hubungan dengan publik. Kedua, media baru dapat digunakan untuk scanning
lingkungan. Sconning lingkungan disini memiliki pengertian untuk mendeteksi potensi-potensi
masalah dan isu-isu yang berkembang yang terkait dengan organisasi. Penggunaan media sosial
dapat digunakan untuk menemukan perscalan dan memeonitor masalah yang berkembang. Ketiga,
media baru dapat digunakan untuk segementasi stakeholder dan publik. Segmentasi dilakukan
dengan identifikasi dampak konsekuensi atau potensi dari konsekuensi kebijakan manajemen
terhadap karyawan, pelanggan, dan pemilik modal. Keempat, antisipasi isu dan krisis. Media sosial
dapat digunakan untuk program penanganan isu dan krisis. Kelima, media baru juga dapat
digunakan untuk mengukur hubungan dan reputasi. Pengukuran reputasi yang sederhana dapat
dilakukan dengan mencermati informasi dan opini yang disampaikan dalam media sosial. Keeenam,
evaluasi program dapat dilakukan dengan memberikan perangkat evaluasi seperti alat ukur hit yang
sederhana, untuk mengukur koginisi, sikap, dan perilaku.
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Pertukaran informasi dalam media sosial merupakan hal yang tidak bisa dikendalikan. Hal
yang harus dipersiapkan adalah memperhitungkan konsekuensi yang akan muncul sebagai akibat
pertukaran informasi. Hal yang dapat dipersiapkan praktisi public relations terhadap konsekuensi
yang muncul yaitu pendekatan komunikasi dua arah yang bersifat simetris. Strategi simetris
dikembangkan oleh Hon dan Grunig {1999) vaitu access, positivity, openness, sharing tasks, social
networks, dan assurances.

Akses merupakan strategi dimana organisasi dan publik dapat mengekspresikan pendapat
satu sama lain. Dalam konteks ini organisasi menyediakan saluran kamunikasi yang dapat dijangkau
oleh publik. Media sosial merupakan saluran yang tepat untuk akses publik dalam menyampaikan
pendapatnya. Organisasi dapat menyerap aspirasi publik melalui media sosial. Penyerapan aspirasi
publik dapat meningkatkan partisipasi publik sehingga kepentingan organisasi dan publik dapat
dipertemukan.

Positivity adalah usaha untuk menciptakan interaksi yang membahagiakan dan
menyenangkan pihak-pihak yang terlibat. Media sosial dapat digunakan untuk membaerikan hiburan
bagi publik untuk lebih mendekatkan organisasi dan publik. Pengemasan isi media sosial dapat
disesuaikan untuk pelayanan kepada publik maupun pelanggan.

Disclosure or openness memiliki pengertian mengkondisikan organisasi dan publik untuk
terbuka dan jujur dalam pemikiran yang berhubungan dengan masalah seperti soal kepuasan dan
ketidakpuasan. Media sosial dapat menjadi ruang keterbukaan bagi organisasi dan publik untuk
mencapai titik temu dalam menjaga kepentingan bersama. Organisasi dapat menyediakan informasi
kepada publik tentang apa yang sedang dikerjakan dan mampu menjelaskan mengenai dampak
kehijakan dan tindakan kepada publik stratejik.

Media sosial dapat menjadi media networking untuk membangun jaringan atau koalisi
dengan kelompok yang sama sebagaimana yang dilakukan publik stratejik Media sosial juga dapat
digunakan untuk menjapa aspek ossuronces, dan menempatkan masing-masing pihak untuk
menjamin satu sama lain dan memberikan legitimasi.

Media sosial menyediakan ruang yang optimal bagi strategi simetris. Strategi asimetris
memiliki kekurangan karena porsi kepentingan organisasi lebih dominan dibandingkan publik.
Mamun secara teknis, strategi asimetris lebih mudah untuk diterapkan. Strategi asimetris
sebagaimana dikemukakan Plowman (Hung, 2007) terdiri dari 4 strategi, yaitu contending, avoiding,
accomodating, dan compromising. Contending memiliki arti organisasi mencoba  untuk
mempengaruhi dan meyakinkan publik untuk mendapatkan posisinya. Avoiding memiliki arti
organisasi meninggalkan atau mengabaikan konflik secara fisik maupun psikis. Accomodating
memiliki arti organisasi menurunkan posisinya sebagian dan mengurangi aspirasi. Compromising
memiliki arti arganisasi mengambil posisi sebagaian yang disukai tetapi tidak semua pihak puas
dengan hasil yang diraih. Media sosial jika dimanfaatkan secara optimal dapat menggunakan strategi
simetris. Namun jika jika organisasi masih bersifat pragmatis dan belum proporsional dalam
mempertemukan kepentingan organisasi dan publik maka penggunaan media sosial akan bersifat
asimetris.

Kesimpulan
Kehadiran media sosial bagi memiliki konsekuensi penting bagi organisasi. Media sosial telah
menjadi media penting bagi penyampaian opini publik. Penyebaran informasi dan opini publik tidak
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bisa dikendalikan oleh organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk merespon opin-
opini yang disampaikan cleh publik.

Organisasi harus mampu mengidentifikasi publik aktif. Publik aktif adalah orang-orang yang
memahami persoalan organisasi, tidak terbatasi aksesnya, dan memiliki keterlibatan tinggi dengan
organisasi. Publik aktif memiliki posisi yang penting dan dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.
Oleh karena itu publik aktif menjadi prioritas utama bagi organisasi.

Penggunaan media sosial diperlukan untuk kepentingan organisasi terutama untuk
mengidentifikasi opini-opini yang muncul berkaitan dengan kebijakan dan operasional organisasi.
Media sosial memberikan ruang publik untuk berinteraksi dengan organisasi. Publik dan organisasi
dapat mempertemukan kepentingan masing-masing menjadi kepentingan vyang saling
menguntungkan.

Media sosial sangat sesuai untuk organisasi terutama untuk menerapkan strategi public
relations yang bersifat simetris. Namun terdapat kendala yang harus dihadapi yaitu strategi yang
bersifat simetris memiliki kompleksitas dan konsekuensi yang tidak mudah. Organisasi dalam strategi
simetris tidak hanya memikirkan dirinya sendiri namun harus mampu menyerap aspirasi publik,

Pertukaran informasi dalam media sosial tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Hal yang
harus dipersiapkan organisasi yaitu mampu menangkap konsekuensi yang akan muncul bagi
organisasi. Pendekatan simetris maupun asimetris memiliki konsekuensi yang berbeda terkait
kepentingan organisasi dan publik.
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